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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara-
perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah
menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat, umur 48 tahun, agama Islam, terakhir Sarjana PAUD, pekerjaan
Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Kelurahan Alak,
Kecamatan Alak, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur,
sebagai Penggugat;

Melawan

Tergugat, umur 50 tahun, agama Kristen, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan
Wiraswasta, tempat tinggal di Kelurahan Lasiana, Kecamatan
Kelapa Lima, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur,
sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannnya tertanggal 20 Januari
2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang Nomor
14/Pdt.G/2020/PA.KP, tanggal 21 Januari 2020 mengemukakan hal-hal sebagai
berikut :
1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah yang telah
melangsungkan pernikahan pada tanggal 25 November 2009 M bertepatan
dengan tanggal 27 Dzulgaidah 1429 H, yang dicatat oleh Pegawai
Pencatatan Akta Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Oebobo, Kota
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Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagaimana tercantum dalam
Kutipan Akta Nikah Nomor: 21/06/111/2009;

2. Bahwa setelah akad nikah antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat
mengucapkan Sighat Ta'lik terhadap Penggugat;

3. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus janda dan Tergugat
berstatus duda;

4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal
bersama di, Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang,
Provinsi Nusa Tenggara Timur;

5. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah
melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba’dadukhul), dan
dikaruniai 1 (satu) orang anak, yakni: ANAK I, jenis kelamin laki-laki, umur 9
tahun;

6. Bahwa sebelum Tergugat menikah dengan Penggugat, Tergugat
beragama Kristen Protestan;

7. Bahwa Tergugat pindah agama Islam pada saat menikah dengan
Penggugat pada tanggal 25 November 2009;

8. Bahwa pada tanggal 25 Desember 2014 rumah tangga Penggugat dan
Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena Tergugat meminta izin
kepada Penggugat untuk pergi ke gereja dan Tergugat mengajak serta
Penggugat, tetapi Penggugat tidak mau mengikuti keinginan Tergugat;

9. Bahwa Penggugat telah berusaha menjelaskan kepada Tergugat agar
tetap pada keyakinan agama Islam akan tetapi Tergugat tetap pada
kayakinan Tergugat terdahulu yakni Kristen Protestan;

10.Bahwa pertengkaran pun berlanjut terus menerus sehingga pada bulan
Maret tahun 2015 Penggugat meninggalkan rumah hingga saat ini;
11.Bahwa pada bulan April 2014 pihak keluarga telah mendamaikan
masalah rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil
karna Tergugat tetap ingin kembali kepada keyakinannya yang dahulu yakni
Kristen Protestan;

12.Bahwa karena keadaan rumah tangga yang demikian, akhirnya
Penggugat berkesimpulan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat
sudah tidak mungkin dapat dilanjutkan dan Penggugat sudah tidak sanggup
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lagi membina dan meneruskan hidup berumah tangga dengan Tergugat
karena kebahagiaan dan ketentraman rumah tangga tidak mungkin dicapai
sesuai dengan tujuan perkawinan;
13.Bahwa karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat selalu
mengalami perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan sudah
tidak ada harapan untuk rukun kembali maka dalam keadaan demikian ini
sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) jo. Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) jo. Kompilasi
Hukum Islam Pasal 116 huruf (f), serta yurisprudensi yang masih berlaku
dibenarkan adanya perceraian;
14.Bahwa sesuai dengan alasan-alasan tersebut di atas maka Penggugat
berhak mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat di Pengadilan Agama
Kupang agar ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagai
suami istri putus karena perceraian;
15.Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua
Pengadilan Agama Kupang Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili
perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :
Primer :
1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugro dari Tergugat (Tergugat)
terhadap Penggugat (Penggugat);

3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang
berlaku;
Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya
(ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di
persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa keterangan
dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya untuk hadir di

persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;
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Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh surat
Izin bercerai dari atasan Penggugat dengan Nomor B.24/KK.19.13/1-
a/KP.02.1/2/2020 tanggal 11 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor
Kementerian Agama Kota Kupang;

Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha menasihati
Penggugat selaku pihak yang hadir untuk bersabar dan hidup rukun kembali
dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak datang
menghadap di persidangan, selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara dalam
sidang tertutup untuk umum diawali dengan pembacaan surat gugatan
Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah
mengajukan alat-alat bukti berupa :
A. SURAT :

1. Fotokopi kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor
5371036005710004 tertanggal 24 Juli 2012, yang dikeluarkan oleh
Kantor Pemerintahan Kota Kupang, bukti surat tersebut telah dibubuhi
meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata
sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1) dan diparaf;

2, Fotokopi duplikat akta nikah atas hama Tergugat dan Penggugat
Nomor DAN/034/2018 akta nikah tertanggal 15 Desember 2012, yang
dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Oebobo, Kota
Kupang, bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan telah
dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis
diberi tanda (P.2) dan diparaf;

B. SAKSI-SAKSI :

1. SAKSI I, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta,

tempat tinggal di Jalan, Kelurahan Namosain, Kecamatan Alak, Kota
Kupang, mengaku sebagai adik kandung Penggugat dan dibawah
sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah menikah di

daerah Walikota Kupang;
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- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama
di Lasiana kemudian pindah ke rumah kost milik Penggugat di pasir
panjang kemudian pindah ke perumahan Gamestone Alak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak
yang biasa dipanggil Arif;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena
Tergugat mengajak Penggugat untuk pindah ke agama semula
Tergugat yakni agama Kristen;
- Bahwa sebelum menikah dengan Penggugat, Tergugat beragama
Kristen;
- Bahwa Tergugat ketahuan telah beragama Kristen ketika
Penggugat melapor kejadian KDRT yang dilakukan Tergugat terhadap
Penggugat kepada polisi, yang dalam berkas Tergugat dan identitas
Tergugat beragama Kristen protestan;
- Bahwa saksi melihat secara langsung pertengkaran Penggugat
dan Tergugat kurang lebih 4 (empat) tahun yang lalu dan terjadinya
pemukulan terhadap Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal,
Penggugat pernah tinggal tempat kost milik Penggugat di Pasir
panjang sekitar 4 tahun, saat tinggal di Pasir panjang Tergugat masih
sering datang tetapi setiap datang selalu bertengkar kemudian pindah
dan tinggal di perumahan Gamestone Alak sementara Tergugat tinggal
di Lasiana;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal 4 (empat) tahun lalu,
komunikasi antara Penggugat dan Tergugat telah putusa sama sekali;
- Bahwa saksi bersama keluarga pernah mendamaikan Penggugat
dan Tergugat tetapi tidak berhasil;
2.SAKSI I, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan mahasiswa, tempat
tinggal di, Kelurahan Alak, Kecamatan Alak, Kota Kupang, mengaku
sebagai anak kandung Penggugat dan dibawah sumpahnya memberikan
keterangan sebagai berikut :
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- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami dari
Penggugat yang merupakan ayah tiri dari saksi;

- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1
(satu) orang anak;

- Bahwa sejak tahun 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat
sudah tidak harmonis sering terjadi pertengkaran;

- Bahwa dari pertengkaran tersebut, Penggugat sering dipukul dan
dimaki oleh tergugat malah hingga Nampak muka Penggugat lebam;

- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena Tergugat
mengajak Penggugat untuk pindah agama ke agama Kristen yang
merupakan agama semula Tergugat sebelum menikah dengan
Penggugat;

- Bahwa sejak tahun 2014 Penggugat dan Tergugat telah berpisah
tempat tinggal;

- Bahwa setelah berpisah tempat tinggal Penggugat tinggal di
perumahan gamestone dan Tergugat tinggal Lasiana;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah dirukunkan namun tidak
berhasil;

Bahwa Penggugat telah memberikan kesimpulan secara lisan yang pada
pokoknya tetap dengan gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat serta
memohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, semua hal yang termuat
dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil dalam
mengajukan perkara a quo telah memperoleh izin dari atasan Penggugat, maka
secara administrasi Penggugat telah mematuhi ketentuan Pasal 3 Peraturan

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan atas
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Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan
Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan,
Penggugat hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah
datang menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan
patut untuk datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di
persidangan, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa upaya mediasi terhadap
perkara ini sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung
RI. Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilakukan;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82
ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan
Agama jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah melakukan
upaya damai dengai menasehati Penggugat di setiap persidangan supaya
mengurungkan niatnya bercerai dari Tergugat dan tetap mempertahankan
rumah tangganya, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan atau dalil pokok gugatan
perceraian Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalii gugatan perceraian Penggugat
disandarkan kepada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam,
sehingga gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan dapat diterima untuk
diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini
adalah :

-Apakah benar antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis
sering terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga berakibat Penggugat
dan Tergugat berpisah tempat tinggal ?

Menimbang, Penggugat dan Tergugat beragama Islam pada saat
melangsungkan perkawinan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 14 Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 huruf
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(a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan
Agama berwenang secara absolut memeriksa dan mengadili gugatan
perceraian ini;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara perceraian yang
diajukan oleh seorang perempuan yang beragama Islam dan mengambil
domisili hukum di wilayah hukum Pengadilan Agama Kupang, maka
berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang
Peradilan Agama, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan
Agama Kupang;

Menimbang, bahwa legal standing dari gugatan perceraian Penggugat
adalah dalil Penggugat yang mendalilkan bahwa antara Penggugat dengan
Tergugat terikat perkawinan yang sah (Vide : Pasal 2 Undang-undang Nomor 1
Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan
ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak pernah datang
menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil
atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, maka sesuai dalil
dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz Il halaman 404 yang kemudian diambil alih
sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi :

3640 16U6i6 A@éél’ iéCSbé]b adau iéﬁqéCéé CédééQl’Jébéél’L’Jéé
Y646a0 i616EU Y6abaeb U6CAa6ER ACH 16Pab 4630
Artinya : "Barang siapa dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian
enggan menghadiri panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang
dholim dan gugurlah haknya”;
Oleh karena itu pemeriksaan atas perkara a quo dapat dilakukan tanpa
hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa Tergugat yang tidak datang menghadap di
persidangan yang menurut ketentuan hukum acara perdata, Tergugat harus
dinyatakan tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, namun karena in
casu menyangkut perceraian dengan alasan adanya perselisihan dan
pertengkaran yang terus-menerus, maka sesuai ketentuan pasal 76 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo pasal 22
ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan
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Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka wajib bagi
Penggugat menurut hukum membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalii gugatannya,
Penggugat telah menyampaikan bukti-bukti baik berupa surat maupun saksi-
saksi yang akan dipertimbangkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk)
merupakan akta otentik yang pada pokoknya membuktikan Penggugat
berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Kupang sehingga
Penggugat memiliki legal standing dalam mengajukan gugatan di Pengadilan
agama Kupang. Bukti tersebut telah dinazegelen, serta cocok dengan aslinya.
Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana
dimaksud oleh Pasal 1888 KUH Perdata jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang
Nomor 13 tahun 1985 Tentang Bea Meterai serta relevan dengan gugatan
perceraian Penggugat, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang
sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) merupakan
akta otentik yang pada pokoknya membuktikan bahwa antara Penggugat dan
Tergugat terikat perkawinan yang sah. Bukti tersebut telah dinazegelen, serta
cocok dengan aslinya. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil
sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1888 KUH Perdata jo. Pasal 2 ayat (3)
Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 Tentang Bea Meterai serta relevan
dengan gugatan perceraian Penggugat, sehingga mempunyai kekuatan
pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang
saksi masing-masing bernama SAKSI | yang mengaku sebagai adik kandung
Penggugat dan SAKSI Il yang mengaku sebagai anak kandung Penggugat.
Kedua orang saksi Penggugat tersebut telah dewasa sehingga telah memenuhi
syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa Keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian
dan relevan dengan apa yang didalilkan oleh Penggugat di muka persidangan,
sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg kesaksian saksi
tersebut di atas dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;
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Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan alat-alat
bukti baik surat maupun berupa kesaksian para saksi, terbukti fakta—fakta
peristiwa sebagai berikut :

1. Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di
Kecamatan Oebobo, Kota Kupang pada tanggal 25 November 2009, yang
dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan
Oebobo;

2. Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah
dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK I, jenis kelamin laki-laki, umur
9 tahun;

3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan sering terjadi
pertengkaran yang disebabkan Tergugat telah melakukan kekerasan
terhadap Penggugat dan telah memeluk agama Kristen Protestan

4. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak
tahun 2015;

5. Bahwa keluarga telah berusaha untuk merukunkan kembali Penggugat
dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta peristiwa dismpulkan sebagai fakta
hukum sebagai berikut :

1l----- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah;
2.Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun sering
terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat keluar dari agama
Islam;

3.Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak
tahun 2015

Menimbang, berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim
berpendapat bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak
ada saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan
lahir batin yang satu kepada yang lainnya sebagaimana dikehendaki Pasal 33
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dan telah pula tidak
tercapai tujuan perkawinan yang membentuk rumah tangga yang bahagia dan
kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dikehendaki Pasal
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1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga patut
dipastikan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut
tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu mewujudkan
rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah sebagaimana dikehendaki

oleh Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al-Qur’an surat Ar-Ruum ayat 21 yang

a
5 ¥CaNaea
Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan
untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung

dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu
rasa kasih dan sayang”.

Menimbang bahwa perceraian bukanlah jalan terbaik dalam sebuah
rumah tangga, namun jika Penggugat dengan Tergugat dipaksa untuk terus
terikat dalam perkawinan yang sudah rapuh tentu akan mendatangkan
mudharat/bahaya yang lebih besar sehingga perceraian adalah hal yang dinilai
memberikan mudharat yang lebih ringan daripada memaksakan perkawinan
terus berlanjut, hal ini sesuai dengan kaidah figih yang berbunyi:

ADC EUCNO ONNCa YU AiYaacC

Artinya: “Apabila terdapat dua mudharat (bahaya) saling berhadapan maka
diambil yang paling ringan bahayanya”;

Begitu pula maksud yang sama sebagaimana tertuang dengan gaidah Fighiyah

dalam kitab al-Asybah wa an-Nadzoir fi al-Furu’ halaman 63 selanjutnya diambil

alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi :

[ONUAG Caua6Y6C00I6 Adartiadi 4640 16AUED
Cauaé06Casio
Artinya : “Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada memperoleh
kemashlahatan”.
Menimbang, bahwa sehubungan dengan dalil Penggugat dalam

perkara a quo, Majelis Hakim sependapat dengan ulama Sayyid Sabiq dalam
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kitab Figih Sunnah Juz Il : 248 yang diambil alih sebagai pendapat majelis

hakim sebagai berikut :
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Artinya : "Bahwa sesungguhnya seorang isteri dapat meminta kepada Hakim
untuk diceraikan dari suaminya dengan dasar tuntutan bahwa apabila
telah ternyata didalam perkawinan terdapat kemudlaratan dimana
suami isteri tersebut sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan
kelangsungan rumah tangga itu.... dan Hakim sudah tidak dapat
mendamaikan suami isteri tersebut, maka Hakim menceraikannya
dengan talak satu bain."

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan abstrak hukum
yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor : 379 K/AG/1995
tanggal 22 Maret 1997 bahwa “Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi,
dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, maka
rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah, serta telah memenuhi
alasan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 19 huruf (f)
Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975”, Dan hasil rapat pleno kamar
peradilan agama sebagaimana yang dimuat dalam Surat Edaran Mahkamah
Agung RI Nomor 4 tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang Pemberlakuan
Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai
Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, dimana dinyatakan bahwa
indikator rumah tangga sudah pecah (broken marriage) antara lain : Sudah ada
upaya damai tetapi tidak berhasil, salah satu pihak atau masing-masing pihak
meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri, dan telah terjadi pisah
ranjang/tempat tinggal bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan
tersebut di atas, telah terbukti alasan perceraian Penggugat sesuai dengan

Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang
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Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo.
Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan Majelis Hakim berpendapat
bahwa gugatan Penggugat telah terbukti menurut hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan
dan tidak pula menunjuk wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara
resmi dan patut dan tidak ternyata tidakhadirnya disebabkan oleh suatu alasan
yang sah, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan Hukum dan
beralasan, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat
dikabulkan secara verstek. (Vide : Pasal 149 RBg);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas,
maka Pengadilan Agama Cq. Majelis Hakim patut menjatuhkan talak satu ba’in
shughra dari Tergugat terhadap Penggugat (vide : Pasal 119 Angka 2 Huruf ¢
Kompilasi Hukum Islam), dan untuk tertibnya bilangan talak, Majelis hakim patut
menyatakan jatuh talak satu ba’in shughraa Tergugat terhadap Penggugat yang
amar lengkapnya akan tertuang dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang
perkawinan, maka biaya perkara patut dibebankan pada Penggugat
sebagaimana Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan
kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan
Agama yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum yang berlaku
serta dalil-dalil syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap dipersidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

3. Menjatuhkan talak satu ba’in shugra Tergugat (Tergugat) terhadap
Penggugat (Penggugat);

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara

sejumlah Rp. 416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah).
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Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim
Pengadilan Agama Kupang pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 Masehi
bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Akhir 1441 Hijriyah, oleh kami Drs. H.
Bisman, M.H.l. Sebagai Ketua Majelis dan Aris Habibuddin Syah. S.H.l.,M.H.
serta Rustam, S.H.l.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan
diucapkan dalam sidang secara elektronik yang terbuka untuk umum pada hari
Rabu tanggal 19 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil
Akhir 1441 Hijriyah oleh Ketua Majelis yang didampingi oleh hakim Anggota
yang sama dan dibantu oleh E. Farihat Fauziyah, S.Ag. sebagai Panitera
Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya

Tergugat.

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Aris Habibuddin Syah. S.H.l.,M.H. Drs. H. Bisman, M.H.l.
Hakim Anggota,

Rustam, S.H.l.,M.H.

Panitera Pengganti,

E. Farihat Fauziyah, S.Ag.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran Rp. 30.000,00
2. Proses Rp 50.000,00
3. Panggilan Rp. 320.000,00
4. Redaksi Rp. 10.000,00
5. Meterai Rp. 6.000,00
Jumlah Rp. 416.000,00

(empat ratus enam belas ribu rupiah)
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